
Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA XARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggunglawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, partisipatif, elisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptalan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat desa yang adil, makrnur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr (kmbaran Negara
Republik Indbnesia Nomor 52, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27571 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nonor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
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Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor A2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tenlang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tam.ba}ran lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari HaI Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Propirrsi Jawa TimuriTengahlBnrat
dan Daerah Istimewa Yograkarta ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan lembaran Nbgara Republik
Indbnesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana lelah,
diubah beberapa kafi terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2119,
Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1OO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023,
Nomor 6883);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun
2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang peraturan petaksanaan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (kmbar Negara Republik Indonesia
tahun 201 Nomor186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014



tentang Pedoman Telmis Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2osrl;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2O14
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2094),
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15)
sebagaimana teiah ciiubah ciengal Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahaa atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahul: 2O16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1O37);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

2O. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang
petunjuk Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2O26 (B,eira Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1151);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 1051);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2O23
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Pernerintah Desa Berita Daerah
Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2OO7 tentang Sumber Pendapatan Desa (lcmbaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OO7 Nomor 9 Seri E.
No. 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor I Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(kmbaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
1 Seri E Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah



Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O16
Nomor 16 Seri E No 15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2O24 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 {Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2O2O tent-ang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Kenda1 Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 7);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2O24 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan l,ain Yang
sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor l2);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Ta}rttn 2024 tentatg
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepa.da Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O24 Nomor 271.

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2O25;

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kenda1 Tahurr 2O24
Nomor l3);

33. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Susuna Organisasi dan tata Keg'a Pemerintah
Desa Karangtengah (kmbaran Desa Karangtengah No. 1

Tahun 2017);
34. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan lokal Berskala Desa (kmbaran Desa
Tahun 2O19 Nomor 1);

35. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Karangtengah Tahun 2O2O-2O28 yang Merupakan
Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4
Tahun 2O2O Tentang Rencana Pembangr.rnan Jangka
Menengah Desa Ihrangtengah Tahun 2020-2026
(l,embaran Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024);

36. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah
Tahun 2O26 {Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2025
Nomor 5);



1**
Dengan Kesepakatan Berrama

PERItrUSYAITARATAIT DESA KARAI{GTEITGAII
Dan

KEPALII DESA ITARAISGTEITGAII

Menetapkan

mutIIrrusKAI{

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah
Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tahun

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Surpuls/Defisit
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan {a-b}
Sisa kbih/{Kurang}
Perhitungan Anggaran

Rp
Rp

1.135.351.819
1.477.369.605

Rp

Rp
Rp

{342.O17.7861

347.O17.786
5.000.000

Rp
Rp

342.017.786
0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagran tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

L,ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggar€rn

sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sefoegairnena dimaksud pada ayat (U
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi
kriteria:



a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa
dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :

a. penambahan danlatau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun be{alan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun beg'alan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanegal diundangftan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah

Pada Tanggal 31 Desember 2425

s

A SYI'NRILLAII ADHITtr

Diundangkan di Karangtengah

pada tanggal 31 Desember 2O25

Sekretaris Karangtengah

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 6 NOMOR 2025



BERITAACARA
TUSYAWARAII PTTAAHASAII DAIT PERSETUJUAI$

PERDES ITOUOR 6 TAHI'I{ 2025
TEI{TAI{G

PENEf,APAIT AITGGARAIT DAIT PEITDAPATAN BELAtrJA DESA KARAITGTEI(GAII
TAHIIH ANGGARAII 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua

Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Karangtengah beserta Pemerintah Desa Karangtengah beserta lembaga

Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu, telah membahas dan menyutujui

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan

Belanja Desa Karangtengah Tahun Arrggaran 2026.

Berdasarkan musyawarah hari ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026 adalah Rp

1.477.369.605. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tetdiri

dari:

1. Pendapatan Desa Rp 1.135.351.819
2. Belanja Desa Rp 1.477.369.605

Surpuls/Defisit Rp
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp

(342.01,7.7861

347.O17.786
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp s.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa tebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp
Rp

342.Ot7.786
o

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benamya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karangtengah Ketu

A SYUKRILLAH ADHIM NO





Jenis APBIles : APBDes Awal

ANGGARAN PENDAPATAH DAN BELANJA DESA

PEM ERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KARANGTENGA}I
NOMOR TTAHUN 2025

TENIA}.IG

ANGGARAI.I PENDAPATAT\.I DAN BELANJA DEST

31 Desember2025z

=(u-

KEPALA

KEPAIADESA \-

A SYI'XRILLIH ADHIII

KODE REK URTIAN A'{GGAf,AN
{Rp}

KETERANGAN

1 2 3 1

+

1.1.

1.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6,

6.1.

6.1.1.

6.2,

6.2.2.

PENDAPATAN

Pendapahn Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapahn Lain-lain

305.175.600,00

830.176.219,00

0,00

JUTLAH PEI{DAPATATI t .135.35',819,0O

BELAI{.IA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

48{.S73.427,00

336.1,t4.810,00

4,15.017.593,00

151.233.775,00

JUT'LAH BELANJA 1.4r.,369.6O5,m

suRPlrrsl, {DEFtstT} (3.t2.017J86,001

PEMgAYAAII

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

u7_017-786,0A

3+7.017.786,00

5.000.000,00

5.000.0s0,00

PEfrIBIAYAAT{ I{ETTC g2.0t7.7ES,(x!

SISA L€B|H PEll BIYAAITI AiIIGGARAI\ o,@

Frinted lry Siskeudes 31l72tZD2E 14:16:tll Halaman 1

[+



LAITPIRAN

PERATURAI OESA KARANGTENGAH

NOMOR 7 TATIUN 2025

TENTA.IG

AtlcGARAl'l PENDAPATAN OAN BELAI'IJA OESI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PETIERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis A,PBDes : APBDes Awd

1.

,l-1.

1.2.

4.3.

5,

t.t.
1

1.'t.01

1.1.01

1.1.02

1.1.O2

'1.'1.03

1 .'l -03

1.1.(x

1.1.U

1.1.05

I.l-05

1.1.(E

't.1.05

1.'t.06

I .1.07

1.1.07

1.1.0E

5.1

5.1.

5.1.

5.1

EELANJA

BIDA'{O FETIYELEITGOARAII PETEHNTAHAN DESI

PenyCcigg.rdr BCari. s f.p, Tunianggl dar Opcrasiol|.l
P.mcrirt h- D.s.
Penyedaah Pehghaslan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belania PegarEi

Peiyedaan Perghaslan Tetap dan Tuniangan Perangkat Desa

Belanla Pegawai

Peryedsar Jamhan So6id bagi Kepda D66 dsn Perangkat Desa

Belanja Pegavki

Peiyedaan Opcrasioial Pemdintah De6a (ATK, Hoho. PKPKD dan PPK
D dt)

Bdania Barang dan Jasa

Penyedaan Tuniahgan BPD

Belanja Pega!.Yai

Peryedaan Op€rasimal BPD (rsp€t. ATK, Mskan Manum, P8kajan S€.aga
m, Ustik d)

B€lania PegarEi

Belaiia Baiang dan Ja6a

Penyedaan lnsentifl Operasional RTiRW

Bdanja Barang dar Ja6a

Penyedaan opera6io.lal Pemerintah OeEa yang bersumbe. dari Dana De6

Bdada Barang dan Jasa

Pehyedaan Tambahan Tufljangar baoi Kepda Desa (Hasd Pcngeloltan T
anah Brngkok)

Belanja Pegawai

Penyediaa[ Tambahah Tuniangan bagi Perargiat Desa (HasI Pengdolaa
r Tanah Bengkok)

Bdaria Pegawai

725.969/91 .00

5S6,75E267,00

,42.780.000,00

,12.780.000.00

207 -271-532,OO

207 -27't.632,00

13.703.578.29

13.703.57E.29

85.775.8i10.00

ADD, PBH

AOD, P8H

ADD

ADO. DLL, PAD, t

5.2. E5.rI5.E10,00

,43200.000,00

,t3.200.000,00

5.137.216,71

1.018.2't6,71

,1.1 19.000.00

t2-900.ofi),00

12.900.000,00

9.000.000,00

5.'l .

5.2.

9.000.000,00

75-000.000,00

75.000.000,00

102.000.000,00

ADD

ADO, PBH

PAD, PBH

DDS

PAD

5.2.

1.'t.08

1.1.91

1.1.91

1.1.92

5.2.

5.1

1.1_92 5.1.

ANOOARA'{
(Rp)

SUMBERDANAKODE
REKENING

URAIAII

a 51 2 3

305.r75.600,00

830-r76-2r 9,00

0,00

PEI{DAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapalan Transler

Pendapatan Lain-lain

1.135.351.8'19,00JU'IILAH PENDAPATAII

31n2mE U:16 21

'r02.000.000,00

PAD

Halaman 1Print€d bysisteud€s



ANGGARAITI
(Rpl

SUMBERDANA
KODE

REKEMNG
URAIAN

I n 53 IrE
12
1.2.01

1.2.O1

1.3.

1.3.0:l

1.3.O2

t.,+,

1.4-01

2.3.15

5.3.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

Pcnyrdiean Serra Pr.s.rana Pomerlrtdr D€sa

Penyedaan Sarana (Aset Tctap) Pe{kantoran/Pemedntahan

Sd.nia Modal

P$g.loL- Admhistrasi XeDcndrduk , P.ic.td.i sipl, stdisfik
dan Xc.rsipar

Peryust nan, Perdataan, dan Pemutakhiran Prolil D€sa -)
Bdania Barang dan Jasa

PatElcngg....n T.t Ptii PGme.irt h{r' PerGnc-E n, Kqralrg-l
dan P&poren

PeflydcnggE6aal Musyak.ah Pctencanaan DeGa/Pembahasan APEDeS (

Regule.)

Bdanjt Brrsng dan Jast

Perytsunar Dokumen Percnc.naan Desa (RPJMDGa/RKPDEa )

Bdania Barang dar Jasa

Pefiyu6unan Dokumen KeuarEan Desa (APBDe6, APBDcs Pcrubahan' LP

J)
Bdania Earang dar Ja8a

Penyu6unan Kctiiakan Desa (PerdEs/Ferkadcs adain Pctaflcanaar Kcuan
gan)

Bdani! Barang drn Jasa

Pefiyfunan Lapot-an K.pala DeEa, LPPOe6a dan lnfutmasi Kepada Ma6y

arafat

Belania Bararg dan Jasa

Pengembangan sistem lnfofl[asi Oesa

Bdania Banng dan Jasa

Pengddstn dan P€ndayagunsar Aset Desa untuk PADe'5

Bdania Barang dan Jasa

Sub Bidang Pcrtandr.rr

S€rtifikasi Tansh Kas Dess

Bdania Mo+al

alDA!,IG PELAKSA AAI{ PEtlBAllGUttAI'l DESA

sub Bidsng Kesehd.n

Peny.lciggaraah Po6yandu (Makanan Tambahan, Kclas Bumil, La.l6ia, ln
senli0

Bdanh Bardng dan Jasa

Penyelcnggaraan Desa Siaga Keschahr

Bdania Barang dan Jasa

Sub Bid.ng P.Lcti.aE Ur m d.fi Prn.t .h Ruarg

Pemeliharaah Jalan Desa

Belania Barang dar Jasa

PembahgunadRehabilitas./Pehingkatan/Pehgerasan Jalan Desa ")
Belania Modal

Pembahgunai/Rehabilitasi/Peningkatan Bdai D6a/Eldai Kemasya'akatafi

-)
Belanis Barahg dan Jasa

69151.224,00

69-853.22,t,00

69.E53.22,1,00

I E.E93,(xro,O0

18.893.000,00

tE.893.000,00

3lr,4.ttqrc,{tr

,12tx).000,00

,1.200.000,00

18.775.000,00

16.775.000,00

7,10.000,00

7,10.000,00

't,9{x}.000.00

1.900.000,00

2.?40.000,00

2.7,t0.000,00

1-200.000,00

1.200.090,00

900.000.00

9!0.000.00

10.000,1r00,0o

10.000.000,00

10.000.000.00

/u5-d12.70'l .00

73,142.0m,00

,t'l-592.000,00

ADD. PBH

DDS

DDS

DDS

PBH

PAH

PBH

DDS

PAH

PAD

DDS

1.4.01

1.4.03

'1.,1.03

1.4.(x

'1.,{.0,(

1.,(.06

1.,1.06

L,l.07

1.1.O7

't.,{.08

,l.,1.06

1.4.9,1

'1.,a.92t

1.5,

'1.5.01

1.5.01

z

2,2.

2.2.O2

5.2

5.2

2.2.0?

2.2.U

2.2.U

2J.

2.3.01

2.3.01

2.3.'10

2.3.10

2.3.15

,11.592.000,00

31.550.000.00

31.550.000,00

302190.701 ,0o

39.2,19.470,00

392,19,470,00

I 26-7,1{r.000,00

125.7,19.000.00

98.092.231,00

5.2

5.2

DDS, PBH

PAD

DDS

DLL. PBH

5-2.

5.3.

5.2.
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KODE

REKE'{ING URAAN AT{GGARAIII

, 2
SU}IBERDANA

1
I 5Belanja Modal

PembangunanjRehabilitasilpeningkatan
Monumen/Gapura/Batas Desa *)

Bdanja Modal

Sub Bidang Xawasan pemukiman

Pembangun anlRe*r abilitasi/penin gkatan Sumber Air Bersih MiEk Desa *)

Belanja Modal

BIDAilG PEI'BII{AAT{ XEIASYARAIGTAT{

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdaUKebudayaan, dan Keagamaan (HIJT Rl, Raya Keagamaan dl) 
' -sYrrveuuq,

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kepcrnudaan dan Otdrraga
Penydenggaraan pdalihan Kepemudaan Tingkal Desa

Bdanja Barang dan Jasa

Pembinaan Karang Taruna/Kkrb Kepemudaan/Olahraga fingkat Desa
Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kdernbagaan l{asprakat
Pembinaan pKK

Belanja Barang dan Jasa

BIDAI{G P EIII BER DAYAAN iIASYARAKAT

Sub Bidang Pertanian dan petemakan

Peningkatan Prodrksi Tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi
lingan)

Bdanja Modal

Pemelharaan Sakrran lrigasi Tersierlsederft ana

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Penirgkatan Xapasitas Aparatur Dea
Peningkatan Kapasiias Perangkat Desa

Belanla Barang dan Jasa

Sub Bidang Pemberdalraan Perempuan, perlindungarr Anak dan
Kehtarga

Pelalihan dan Penyr.duhan Pemberdayaan perempuan

Bdanja Barang dan Jasa

BlBAItlc PEtttAIttcGULANGAit BENCANA DARUFAT DAfi MENDESAK DE

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penang gulangan Bencana

Belanja Tidak Terduga

Sub Bidang Keadaan f,endsak

Penanganan Keadaan Mendesak

Belanja Tidak Terduga

s1.6S8.231,00

3E.400.000,00

38-,100.000,00

50-@.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

,14.191.500.00

24.930.000,00

24.930.000,00

24.930.000,00

10.t1t0,000,00

E.250.000,00

8.250.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

9.21r.500,00

9.2,l 1.500,00

9.211.500,00

130.3{2.13E.00

9t.317.138,m

58.3't7.138,00

58.317.138,00

3[].000.000,00

33.000.000,00

20.aHl.txlo,00

20.000.000,00

20.000.000,00

{9,025,080,00

1S.0?5.000,00

19.025.000,00

t5{.233.775.00

133.233.775,00

133.233.775,00

133,233.775,00

1E.tX10.000,t 0

18.000.000,00

18.000.000,00

JUITLAH BEI.II{JA 1I77J89.6t 5,00

2.3.15

2.3,20

2.3.20

2.1.

2.1.11

2.4.11

g

3.2.

3.2.03

3.2.03

3.3.

3.3.02

3.3.02

3.3.06

3.3.06

3.4.

3..f.03

3.4.03

!
1.2.

4.2-A1

4.2.01

4.2-04

4.2.U

'1.3.

,t.3.02

4.3.02

4.4.

4.,+.0{

4.,f.01

g

5.t.

5.1.00

5.1.00

5.3.

5.3.00

5.3.00

5.3.

5.2.

5.3.

5.3.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.4.

5.4.

PBH

PAD

PAD

PBH

PBH

PBH

DDS

DDS

PBH

DDS

PBH

DDS
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REKEilfiG uR tAit ATIIGGARAITI

)
SUMBERDANA

I 2 3 I 5

suRPLt s , {DEFrsrrl
{3,t2,0r7,7S6,00}

PEUBAYAAI{

Penerimaan pembiayaan

Pengefuaran pembiayaan
34?.017.786,00

5.0{x}.000,00

6.

6_'t.

5.2.

PEiIBAYAAN HETTC 342.0{7.785,00

SISA LEEIH PEilBIAYAAIII AIIGGARAT\ 0,txl

KEPAL\

31 lleember 2025

*

IRr'r t
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